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BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 55 TAHUN 2012

TENTANG

PELIMPAHAN JENIS-JENIS PERIZINAN KEPADA KECAMATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Menimbang

Mengingat

b

BUPATI TEGAL,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan,
mengamanatkan diselenggarakannya pelayanan
administrasi terpadu di tingkat Kecamatan;
bahwa penyelenggaraan pelayanan administrasi
terpadu di tingkat Kecamatan dimaksudkan
untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan
pelayanan kepada masyarakat;

bahwa guna terselenggaranya pelayanan
administrasi terpadu di tingkat Kecamatan
secara berdayaguna dan berhasilguna, maka
perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan
pelayanan perizinan kepada Kecamatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b
dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tegal tentang Pelimpahan Jenis-Jenis
Perizinan Kepada Kecamatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tegal;

‘Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,



10.

Tambahan Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
5008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah
Tingkat If Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3321}

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten
/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741)
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pengesahan, Pengundangan dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun
2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6
Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah



Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 21}

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 25).

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008
tentang  Organisasi Pemerintah Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun
2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 33)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN

JENIS-JENIS PERIZINAN KEPADA KECAMATAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

ns

Daerah adalah Kabupaten Tegal.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Tegal.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat
Daerah di Kabupaten Tegal.

Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tegal.

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya
disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di
kecamatan dari tahap permohonan sampai tahap ke terbitiiya
dokumen dalam satu tempat.,

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah
berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang



10.

11.

12.

(1)
(2)

merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan
orang atan Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan
tertentu.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau Badan
pelaku usaha tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda
daftar usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelayanan perizinan adalah kegjatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan perizinan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan perizinan.
Pendelegasian pelayanan perizinan adalah pelimpahan
wewenang dari Bupati kepada pejabat yang ditunjuk di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk melaksanakan
pelayanan penerbitan izin;

Tim Teknis adalah tim yang terdiri dari unsur-unsur instansi
teknis yang ada di lingkungan Kecamatan yang dibentuk oleh
Camat.

Tim Teknis PATEN adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati, untuk
mendukung penyelenggaraan PATEN.

BAB II
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Pertama
Jenis Pelayanan Perizinan

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan perizinan meliputi penerbitan dan
penolakan izin.
Jenis pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Kecamatan
meliputi :
a. lzin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan dengan
kriteria : '
1) Luas sampai dengan 100 M2,
2) Untuk tempat tinggal/hunian,
3) Tidak bertingkat;
4) Bukan untuk resort/kawasan perumahan.
b. Izin Usaha Pariwisata, yang meliputi ;
1) Izin Gelanggang Ketangkasan
2) Izin Atraksi Wisata.
c. Izin Pemasangan Reklame, dengan kriteria berupa
poster/stiker/selebaran.
d. Izin Pemakaman



Bagian Kedua
Pelaksanaan Pelayanan Perizinan

Pasal 3

(1) Penerbitan dan penandatanganan jenis-jenis  perizinan
sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) ayat (2) didelegasikan
kepada Camat.

(2) Dalam  menyelenggarakan pelayanan  perizinan, Camat
berkewajiban menyampaikan rekapitulasi penerbitan izin setiap 3
(tiga) bulan sekali kepada Tim Teknis PATEN.

Pasal 4

(1) Kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan
dibantu oleh Tim Teknis.

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur
UPTD/UPT dan Instansi teknis lainnya yang terkait.

(3) Pembentukan, tugas, wewenang, dan susunan Tim Teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan dengan
Keputusan Camat.

(4) Biaya operasional Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga
Penerbitan dan Penolakan Pelayanan Perizinan

Pasal 5

(1) Izin diterbitkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah
ditetapkan.

(2) Syarat-syarat, jangka waktu dan prosedur pemberian izin
berpedoman pada standar pelayanan perizinan yang ditetapkan
oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(3) Bentuk dan format blangko/formulir masing-masing jenis
perizinan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran
II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 6

(1) Permohonan izin ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan
yang telah ditetapkan.

(2) Penolakan permochonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disertai dengan penjelasan persyaratan yang tidak terpenubhi.

Pasal 7

(1) Camat dapat memberikan duplikat izin dan pengesahan salinan
izin atas jenis perizinan yang diterbitkan oleh Camat.

(2) Prosedur dan syarat-syarat untuk mendapatkan duplikat Izin dan
pengesahan salinan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut oleh Camat.

Bagian Keempat
Pencabutan Izin
Pasal 8

{1) Pencabutan izin dilakukan apabila :
a. Dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan
izin terbukti tidak benar;
b. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan
dalam izin atau peraturan perundang-undangen yang berlaku.
(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.
(3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari Tim Teknis.

BAB 111
PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan dalam
penyelenggaraan PATEN.
{2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) didelegasikan kepada Tim Teknis PATEN.
{3) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1)
mencakup :
a. penyelenggaraan sebagian wewenang bupati yang
dilimpahkan ;
b. penyelenggaraan pelayanan yang pasti, mudah, cepat,
transparan dan akuntabel ;
c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Bupati.



Pasal 10

(1) Evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dilaksanakan
secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Camat.

(2) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 5 Nopember 2012

Plt. BUPATI TEG#

Diundangkan di SLAWL
pada tanggal 5 Wopenter 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

P i

»”

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2012 NOMOR .35



LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR ! 55 Talun 2012
TANGGAL : 5 Wopember 2012

BENTUK DAN FORMAT BLANKO / FORMULIR PERIZINAN
YANG DILIMPAHKAN KEPADA KECAMATAN

Format A.1
g ‘A"z PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
@ KECAMATAN ....
KABUPATEN TEGAL
ESE = = ——
FORMULIR PERMOHONAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
Penyelesaian Oleh Pemohon (isi titik-titik / lingkari yang diperlukan)
a. Nama D i ieeeeeeereteieieiassarneranerenaer
b. Pekerjaan 000 e
. Alamat 1 e
Kecamatan @ ........oeoovvveennns Kabupaten Tegal
d. Lokasi Banguran = I e
e. Status Tanzh
1. HakmilkNO. 1 iriiiiiiciierarsasesnenaes
2, HakBangunanNo. @ ..iiiiiiiiicieieiiianiins
3. Milik Negara Pemda @ ..o
4, Laindain = I i
f. Lampiran yangada :
1. Sertifikat Tanah
2. Surat
3 s
g.  Sifat Bangunan
1. Baru
2. Rehab
3. Tambahan
. STy
, , - Pintu/ .
Jenis Bangunan Luas Pondasi Dinding Jendsla Rangka Atap Penutup Map Lantai
3. Rumah Tinggal 3. Beton a. Beton a ¥ Jati a K Jati a. Beton a. Beton
b. Pertokoen b. Ratu kali b. Batu kali b. KX¥alimantan | b. KKalimantan { b. BentingPress | b. Tege!
c. Perlantoran c BatuBata {c. BatwBata [c K Daya c. K. Daya ¢. Banting Biasa ¢. Plesteran
d. Budang d. Kayu d. Kayu d. Besi d. Bajs d. Ashes d. Keyu
e. Jembatan E. Sumuran g. Sururan e. Alumuriur £. Beton e. Seng . ——
f. Pagar L | | A f. Alimunium |
gq. — | I [ — | [ p— g 1.
Mengetahui : Pemohon
KepalaDesa ..................
1I. Penyelesaian Petugas
ROOI Lapangan .................. Penanggung jawab ROOI IMBNoO. ...coecrveeene SN
Diterimatgl. .................. ... Terimatgl. .....ooooviiiannninn. Tertmatgl ...
Tafsiran IMBRp. ................. Setuiul uoeniiie e Besar IMBRp. .........ocovvnnenios

.........................................

Terbilang @ .........covieiii,

.............................................




0 ———

Format A.2

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

KECAMATAN ...ccooee
JL Gatot Subroto No. 05 Telepon (0283) 123456
Kode Pos 52419 Slawi

B S e ==Ll

(]

KEPUTUSAN CAMAT.........
Nomor : 640/ /20...
TENTANG
1ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Membaca : 1. Surat Permohonan dari ... alamat ........ - . ;
Kecamatan ........ccoeeeeee Kabupaten Tegal Tanggal .o Perihal

Permohoman Izin Mendirikan Bangunan.
> Berita Acara Pemeriksaan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Kabupaten Tegal,

NOIIOY ..cveeecrvesesrensnsrneses [7:117:1-2: (RO
Menimban : a. bahwa sesuai hasil penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan peninjavan
g lokasi, permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan
Keputusan Kepala Camat Balamoa Kabupaten Tegal tentang izin Mendirikan Bangunan;
Mengingat : 1. Undang Undang Nomwer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dacrah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.  Undang Undang Nomor 32 Fahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajek Daerah dan Retribusi Daerah:
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Dati Il Tegal dan Kabupaten Dati I Tegal
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor .... Tahun ........ tentang SOT Kecamatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
7. Peraturan Bupati Tegal Nomor ... Tahun ... tentang Pendelegasian Wewenang
Penandatanganan Perizinan .........cccoweeirsrssrscesses
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU :  Memberikan }zin Mendirikan Bangunan {IMB) kepada
Nama D eemeememessreseniresteteaet et s b se s b e e R s b et
Lokasi Bangunan L vertaecrteeberiietressseseesastsasasiaste st s arsabsensnnta s
Fungsi Bangunan : Rumah tinggal
Luas Bangunan D earerneans m
Kategori Bangunan  : Tidak bertingkat
Status Tanah : Hak milik atas Bama ......oeeeeeeceecereseaccennas
Bukti Kepemilikan = ! ...coenninnnininncnnenens NO. e Tanggal ....coovciiineininannsnnnnes
KEDUA :  Terbadap Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Pemegang Izin dikenakan
Retribusi IMB = rrsereeens M2 X RP. 4.100,00 + Rp. 10.000,00 = RP. coovocrne e
Dibulatkan =RP. cccermramsimremse s esssss s ras st st sa e e
.................................................................... Rupiah)
KETIGA :  Garis sempadan bangunan minimal harus berjarak .... meter dari as jalan
KEEMPAT : Pemegang Izin harus memperhatikan kententuan sebagaimana tercantum di balik lembar
kepulusan ini.
KELIMA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di = : wcccviveminenisieensean
Pada tanggal . . 20
CAMAT ..o

..............................................

Plt. BUPATI TEGAL




Format A.3

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

KECAMATAN. .........

L. Gatot Subroto No. 05 Telepon (0283) 123456

Kode Pos 52419 Slawi _
SURAT KETERANGAN
Nomor : 045.4/ [ oreiaenen /KP /2012
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama D reesernensenenares veravene erssesrsens e sas e e eas errertene et as bt orssiase s R s are
NIP o erenerier et e e ettt et e b e et b b sr et s e R R s
JADATAN it ist st rsa e et e e s n s e e e e s ae s s n b e s e s
Dengan ini menerangkan bahwa :
Nama T eevereseenstaeseesresstestaanssanr s e st e Rt e e B b S SRS SRR SRS SR RS A SRS s a R T s an s
PEKETJAAN = 1 ettt et s et e st b g SR s
AlBINAL eveererrereea e eree e arscr s ne e sior et e s er e e a R e a b s a s m e ran s ee e s et e nnes
LoKasi BaNZUIAD .cvvvcennenicinccnnnerecrmrnntaassesssassssssasssasssmssssssssasssasssmssebsnssssensssssacanacs
Fungsi Banguman : Rumah tinggal
Luas Bangunan R+ o
Kategori Bangunan : Tidak bertingkat
Status Tanah PO, NO. e Tanggal ...ccoevrnerrnccrcnnen
Luas Tanah R | |
Maksud : Yang bersangkutan telah mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan

Pada tANEEAL ...oiececveinincne et st

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan
catatan :
1. Permohonan dapat ditolak/diterima
2. Surat Keterangan ini bukan merupakan pengganti izin
3. Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal ......c.ovovecrevevencencn.

-----------------------------------------

.........................................

..........................

Pit. BUPATI
WAKIL B

MOC Y SOELISTIYAWAN



Format A.4

PAPAN I1ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (20¢m x 30 cm)

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN .........
JL. Gatot Subreto No. 05 Telepon (0283) 123456
Kode Pos 52419 Slawi

1ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NAMA

ALAMAT

FUNGSI BANGUNAN

NO. / TANGGAL KEPUTUSAN

LOKASI BANGUNAN

Plt. BUPATI TEGAL

MOC




Format B.1

SIAWI, veereeererecrrereneersns
Nomor
Lampiran :  .ccmceeneissssnsscscssnas Kepada
Perihal : Permohonan Ijin Usaha Pariwisata Yth. CAMAT ...
Bidang ..............0.. prerasaracarens di-

------------------------

Dengan ini perkenankanlah kami mengajukan permohonan untuk
mendapatkan ijin usaha dengan keterangan dan kelengkapan permohonan sebagai
berikut :

A. PEMOHON
1. Nama Lengkap
2. Pekerjaan
3. Alamat Rumah / Telp
B. USAHA:
1. Nama Usaha
2. Alamat Usaha/Telp
3. Jenis Usaha
C. LAMPIRAN :
Foto copy identitas diri : ada / tidak ada *)
Foto copy IMB : ada/ tidak ada ¥)
Foto copy HO / ITU : ada/ tidak ada *)
Foto copy Bukti Pemilik Tempat  : ada/ tidak ada *)
Foto copy NPWPD : ada/ tidak ada *)
Proposal Rencana Usaha : ada / tidak ada *)
Lain-lain (sebutkan .
Demikian permohonan dari kami dan atas dikabulkannya permohonan ini,
kami ucapkan terimakasih

B

*). Coret yang tidak perlu

Pemohon

------------------------------

Plt. BUPATI TEGAL
WAKIL B I,

MOCH: Y SOELISTIYAWAN



Nama Usaha

Alamat Usaha / Telp.
Nama Pemegang ljin :
Alamat Pemegang jin / Telp .

Format B.2

URAIAN SINGKAT PERUSAHAAN

BN o o o

9.
10.

Jenis Usaha

Status Perusahaan

Jumlah investasi saat ini
Jumiah tenaga kerja

Jumlah Kamar/Mesin/Meja/Kursi/Lainnya
Berdiri sejak ( tgl, bln, thn )
Ijin yang telah dimiliki

a. IMB (no/tgl)

b. HO (no/tgl)

c. Sertifikat tanah (no / tgl)
d. Ijin Lokasi (no/tgl)

e. Ijin Prinsip

Lokasi usaha

a. Jalan

b. RT/RW/Kelurahan

¢. Kecamatan

Luas tempat usaha
Keterangan lain (kalau ada)

Pusat / Cabang / Perwakilan / Lain-lain

Slawi, _
Pemegang Ljin Usaha.

................................

Plt. BUPATI TEGAL

MOCH.




Format C

Nomor L evvesemssesseraneretscesipennreseensasenntans S1AWL, veveemeeneerensenneres

Sifat : Biasa

LAMPITAN 1 ooveercrssrsssarerminmsssmssessasisssasines Kepada

Perihal - Permohonan ljin Pemasangan Vih. CAMAT ........
Reklame di-

---------------------

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kami bermaksud mengadakan ijin baru /
perpanjangan pemasangan reklame.
Adapun keterangan identitas kami adalah sebagai berikut :

NAMA 2 ceeeevesressesessesiemeseresat st se sttt s e eSS s
Pekerjaan © vveresteevessseseesessseresisteseedsesesiatissestasessesetiesisiesrbberannans b ebeines
Alamat Rumah S tveieastsssasteesasereesstesebeseeasestesesenterarsateatasinaieretseinanns
NPWP e veseasessavesssssssseessesbessesnesseeresRSARLITASESeTTetadtestesIsYaasasessanaes
NAMa PErUSANAAN T covveemeeammearrecesscmsesssmsrstsssssmsmerseas s ans s sr s sassmssms s sasasnssnaresass
Nama Pimpinan © o reevieresssssessisssesemessieasesisestatstssateheresana e st st easana st senns
Alamat PeruSaNaBan o ..occecerecereeeiienemesmemeeremsse st st st e et

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama i ini kami sampaikan
lampiran syarat-syarat sebagai berikut :

1. Data Objek Perijinan

a. Masa jin S eeeteraresnsesessnosaborRsteReRROSPRR SR LALs SR S e PR
b. Jenis Reklame T reveesissesseessesbesbesesessresmesseisasepeesssreastesatiserins
¢. Jumlah Reklame S eteetiiesseeesteeesiesseesersasateeseeraEeeae st eadnesyestrtss
d. Ukuran D eeeeestesessireasiesssseassestesaatieneTiesanssnsaeasantesarissas
¢. Naskah Ringkas Reklame © eeereeeseaceseetvesesseseeressaseesasessiaseasebesasarestepaaraneas
f. Lokasi Pemasangan D reeecesesstsanesrass s erasae e ese st R e e R s e s anamen
g. Ketinggian Konstruksi D rvecsestensssrarasirebossinnraresesaensat s sar R et sre s e et nas
h. Kategori Izin : a.Baru b. Perpanjangan

2. Lampiran persyaratan sebagai berikut :
a. Foto copy KTP
b. Gambar konstruksi
c. Surat persetujuan tidak keberatan dari pemilik lokasi
d. Ljin lama
Demikian permobonan kami sampaikan dan untuk itu kami bersedia
memenuhi semua peraturan perundangan yang ditetapkan beserta sanksinya sebagai

pertanggungjawabannya.
PEMOHON
Catatan :
Untuk pernohon barw agar disertai gambar
Pit. BUPATI TEGAL
WAKIL BUPATI,

MOC Y SPELISTTYAWAN



Nomot
Lampiran
Perihal

...........

Permohonan Ijin Pemakaman Yth. CAMAT .....ccces

........................

Dengan ini perkenankaniah kami mengajukan permohonan umtuk

mendapatkan Izin Pemakaman dengan keterangan sebagai berikut :
a. Data Pemohon

1.
2.
3.

Nama Lengkap
Pekerjaan
Alamat Rumah / Telp

b. Data Orang yang dimakamkan

1.

Nama Lengkap

2. Alamat Rumah

3. Tanggal Meninggal

4. Lokasi Pernakaman
¢. Lampiran.

[
.

2
3.
4

fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;

Surat keterangan kematian dari desa/kelurahan ;

Surat Kematian dari rumah sakit ketika meninggal di rumah sakit

Foto copy kip orang yang meninggal ——
Demikian permohonan dari kami dan atas dikabulkannya permohonan ini,

kami ucapkan terimakasih

*). Coret yang tidak perlu

Pemohon

asasssemsamyuiLaasssanneabeny




